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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era saat ini, salah satu indikator dari suatu negara yang tergolong maju
adalah besarnya peran sektor jasa dalam struktur perekonomian. Semakin maju
suatu negara, semakin besar pula peran sektor jasanya. Indonesia adalah suatu
negara kepulauan dengan kekayaan alam yang berlimpah yang tersebar di
seluruh wilayah nusantara. Kekayaan alam tersebut sesuai dengan amanat pasal
33 UUD 1945 seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Besarnya kekayaan alam yang ada di Indonesia ini harus terukur secara
jelas. Kekayaan alam yang ada di Indonesia jenisnya beragam. Namun yang
biasanya dapat diukur dan dinilai yatu berupa Properti contohnya tanah dan
atau bangunan. Penilaian Properti saat ini memegang peran yang cukup
signifikan dalam peradaban bangsa yang sudah sedemikian maju.

Properti masih menjadi objek yang tidak pernah ada habisnya. Di setiap
perubahan zaman, masih saja properti menjadi objek yang banyak dicari dan
ditransaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat di semua kalangan, mengingat
bahwa properti sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Properti
bisa didefinisikan secara umum sebagai segala benda yang dapat dimiliki. Jika
didefinisikan secara khusus, properti bisa diartikan sebagai hak dan manfaat
yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Contoh nyata properti yang tidak
lepas dari konsep kepemilikan seluruh lapisan masyarakat yaitu tanah dan atau

bangunan.



Tanah dan bangunan nilainya selalu meningkat. Bahkan nilai tanah dan
bangunan tidak sama rata untuk setiap kota, daerah maupun wilayah dalam satu
Negara ini. Di Negara Indonesia ini merupakan suatu Negara kepulauan
dengan kekayaan alam yang berlimpah yang tersebar di seluruh wilayah
nusantara. Namun ironisnya, sampai saat ini Negara belum dapat menentukan
dengan baik berapa besarnya nilai ekonomis aset dan potensi harta kekayaan
Negara yang dimilikinya. Dalam perekonomian Nasional khususnya dalam
usaha kebangkitan perekonomian Nasional menuju Indonesia baru sebagai
Negara maju.

Penilaian properti sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Berbagai peran penilaian properti tersebut dalam bahasan kali ini
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Peran dalam penyelenggaraan Pemerintah
pusat dan daerah, peran dalam perpajakan, dan peran yang berkaitan dengan
perbankan. Peran tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi saling
terkait antara satu peran dengan peran yang lain.

Dalam hal perannya dalam penyelenggaraan Pemerintah pusat dan daerah,
Penilaian Properti sangat diperlukan dalam langkah awal menuju kepada
kepemerintahan yang baik (good governance) dengan cara Pengelolaan
Kekayaan Negara yang sangat diperlukan pula. Kegiatan penilaian yang
diperlukan dalam rangka pengelolaan kekayaan Negara meliputi inventarisasi
harta kekayaan Negara, tukar guling, lelang, dan jenis pengelolaan harta
kekayaan Negara yang lain yang harus didasarkan atas kondisi terkini dari

harta yang bersangkutan khususnya berkenaan dengan nilai. Inventarisasi



tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan pencatatan seluruh kekayaan
Negara termasuk pembukuan, penyusunan database, dan pelaporan yang dapat
digunakan sebagai informasi dan bahan untuk penyusunan dan pengadaan
kekayaan Negara maupun daerah. Inventarisasi harta kekayaan Negara
selanjutnya dapat dikembangkan dan didayagunakan secara maksimal dan
dapat digunakan untuk menentukan fungsi apa yang paling sesuai diambil
manfaatnya dari harta tersebut.

Dalam hal perannya dalam perpajakan, hal lain yang tidak kalah pentingnya
dalam kaitannya dengan peran penilaian properti adalah penentuan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Obyek pajak PBB adalah tanah (bumi) dan bangunan, sedangkan
penghitungan PBB adalah tarif tertentu dikalikan dengan Nilai Jual Kena
Pajak. Nilai Jual Kena Pajak dihitung berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP). Hal ini berarti bahwa besar kecilnya PBB tergantung pada penilaian
terhadap obyek pajak tersebut. Penentuan NJOP yang terlalu rendah
(undervalued) akan mengakibatkan penerimaan Negara dalam bentuk PBB
kecil, sebaliknya NJOP yang terlalu tinggi (overvalued) akan memberatkan
rakyat karena akan terbebani PBB yang tidak semestinya. Artinya, NJOP dapat
lebih rendah atau lebih besar dari nilai pasar yang sesungguhnya. Jika NJOP
tersebut ditetapkan lebih rendah dari kenyataan yang sesungguhnya maka
berapa besar Pemerintah dirugikan sebagai akibat penerimaan pajak yang tidak

sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.



Dalam perannya dalam hal yang berkaitan dengan perbankan, penilaian
properti secara tepat sangat diperlukan. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam
menilai suatu properti akan mengakibatkan beberapa masalah dalam rangka
likuidasi/lelang maupun dalam penghitungan penyisihan aktiva produktif.
Dalam rangka likuidasi aset/agunan, terdapat suatu kecenderungan nilai
pasarnya lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Hal ini dapat
merugikan bank karena bank harus menjual/melepaskan aset tersebut dengan
harga yang relatif murah, sehingga tidak akan dapat menutupi kewajiban yang
ada. Dalam hal penghitungan penyisihan aktiva produktif, nilai agunan
diperhitungkan sebagai faktor pengurang. Apabila nilai agunan terlalu tinggi,
penghitungan penyisihan aktiva produktif menjadi lebih rendah dari yang
seharusnya. Dalam kondisi demikian laba yang tercermin dalam laporan
keuangan akan menjadi lebih tinggi.

Tak hanya itu, pentingnya Appraiser dalam berbagai aspek juga dibuktikan
dengan banyaknya pihak dalam bentuk usaha apapun yang membutuhkan jasa
penilai. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memiliki eselon | yaitu
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. DJKN memiliki instansi vertikal yang memiliki Jasa Penilai intern
dalam bidang Pengelolaan Penilaian Kekayaan Negara, yaitu Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL memiliki beberapa sub



bagian seksi di dalamnya, yang salah satunya ada Seksi Pelayanan Penilaian.
Dalam seksi ini, terdapat Jasa Penilai dalam menilai Barang Milik Negara
berdasarkan berbagai permohonan dari berbagai instansi Pemerintahan. Dalam
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ini khususnya
dibagian Seksi Pelayanan Penilaian, memiliki Standar Operasional Prosedur
yang menjadi panduan atas terselenggaranya kegiatan Penilaian atas Tanah dan
atau Bangunan. Maka dari itu Penulis dapat memahami Sistem dan Prosedur
yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ini
dalam melakukan kegiatan Penilaiannya atas Kekayaan Negara yang berupa
properti khususnya tanah dan bangunan dengan tujuan berbagai kepentingan
sekaligus dalam rangka pengabdiannya kepada Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul
“SISTEM DAN PROSEDUR PENILAIAN TANAH DAN BANGUNAN
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) YOGYAKARTA”.

. Tujuan
Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk:

1. Mengetahui beberapa Standar Prosedur Operasi atau Standard Operating
Procedures (SOP) didalam Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Yogyakarta
yang sedang berlaku, sesuai dengan kegiatan yang Penulis lakukan dan
Penulis pahami selama beraktivitas magang.

2. Membandingkan dan menilai keefektivan antara beberapa SOP yang telah

ditentukan dengan realisasi pelaksanaannya.



C. Manfaat
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan beberapa manfaat
antara lain:

1. Dapat memahami tentang kegiatan yang dilakukan pada Seksi Pelayanan
Penilaian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta

2. Dapat mengetahui tentang SOP yang berlaku di Seksi Pelayanan Penilaian

sekaligus dapat menilai keefektivan dari pelaksanaan SOP tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

BABI : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang alasan mengapa mengangkat judul yang telah
dipilih dan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penulisan
tugas akhir berdasarkan judul yang telah dipilih, serta menjelaskan
secara ringkas tentang sistematika pembahasan dari keseluruhan
bab yang akan ditulis.

BABI1l: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup Perusahaan atau
Instansi tempat dilakukannya praktik kerja, seperti Deskripsi
Perusahaan, Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi dan hal lain
yang sekiranya penting untuk dijelaskan megenai Perusahaan atau

Instansi tersebut.



BAB IlII:

BAB IV:

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang pemahaman dan analisis
terhadap aktivitas magang yang telah dilakukan dan interpretasi
tentang analisis tersebut.

KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab
sebelumnya supaya pembaca menjadi lebih mudah dalam

memahami laporan tugas akhir tersebut.



BAB Il

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ATAU INSTANSI

A. Deskripsi Perusahaan

KPKNL Yogyakarta merupakan instansi Pemerintah yang menangani
pengelolaan kekayaan, piutang dan lelang Negara yang merupakan unit kerja
vertikal atau berada dibawah pimpinan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KPKNL Yogyakarta selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik
melalui peningkatan profesionalitas kinerja, memegang teguh integritas serta
melakukan penyempurnaan dalam segala aspek untuk kenyamanan
stakeholders atau para pemegang kepentingan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menempati Gedung B
Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta yang terletak di Jalan
Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta 55166. Letak ini sangat srategis karena
mudah dijangkau dengan kendaraan atau dengan angkutan umum. Kantor ini
terletak tidak terlalu jauh dengan kantor instansi lain sehingga memudahkan
dalam pengurusan persuratan, dapat mempercepat koordinasi, pengurusan

administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya.



B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan
Menjadi pengelola kekayaan Negara, piutang negara, dan lelang yang

profesional dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Misi Perusahaan

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan
efektivitas pengelolaan kekayaan Negara

2. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik administrasi dan hukum

3. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan
acuan dalam berbagai keperluan

4. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel

5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi

kepentingan masyarakat.

C. Sejarah Berdirinya Perusahaan
Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang
Negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
dengan tugas mengurus penyelesaian piutang Negara sebagaimana Undang-

Undang Nomor 49 PP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
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sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya
menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang Negara. Sebagai
penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja
BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan
Tugas (Satgas) BUPN.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang Negara macet, diterbitkanlah
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang
dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam
struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut,
Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang
Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N),
sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara
(KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000
yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi
operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN).
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Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006
menjadikan fungsi pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang
digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan Negara pada Direktorat
Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Republik
Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang
kekayaan Negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan
inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas
DJKN dalam pengelolaan kekayaan Negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai
neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang
sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar
dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93
kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Mengingat fungsi pengelolaan aset Negara yang merupakan pos terbesar
neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian
Nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan

sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
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Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan
mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special

mission pengelolaan kekayaan Negara.

. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau hubungan antara
komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-
komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga
jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen
yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Untuk memperlancar kegiatan pada KPKNL, maka diperlukan adanya
manajemen organisasi yang baik. Pemilihan struktur organisasi pada sebuah
instansi sangatlah menentukan baik tidaknya manajemen yang ada. Struktur
organisasi yang baik adalah yang dapat memisahkan fungsi, tanggungjawab
dan wewenang secara jelas.

Adapun struktur organisasi di KPKNL Yogyakarta yang dimaksud adalah

sebagai berikut:
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Guntur Riyanto, S.H.
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Uraian Tugas:

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam
Keputusan ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah (135/PMK.01/2006 Pasal 29)

Setiap bagian dalam organisasi memiliki peran dan tugas masing-masing
sesuai peraturan yang berlaku. Adapun tugas dari masing-masing bagian dalam
KPKNL adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
Mempunyai tugas mengepalai kantor dan bertanggungjawab dengan
segala hal yang terkait dengan kelancaran kegiatan KPKNL, serta
memastikan semua berjalan lancar.
2. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,
rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyampaian bahan
penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas, serta
penatausahaan, pengawasan BMN dilingkungan KPKNL
(PMK.170/PMK.01/2012 Pasal 32)
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status
penggunaan, pemanfaaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian,
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penatausahaan dan penyusunn daftar BMN atau Kekayaan Negara
(PMK.170/PMK.01/2012 Pasal 32)
. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi
permasalahan, survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data,
penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan
laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan Negara, sumber
daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas
permintaan Badan Hukum Pemerintah dan Penilaian terhadap Objek-objek
penilaian yang diamanatkan oleh UU atau PP (PMK.170/PMK.01/2012
Pasal 32)
. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan
piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau
penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan atau harta
kekayaan lain, pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan
pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan
pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, inventarisasi
piutang Negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggungan hutang,
serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran

barang jaminan (PMK.170/PMK.01/2012 Pasal 32)
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6. Seksi Pelayanan Lelang
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang
dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang,pembuatan
salinan, pemetikan dan grosse risalah lelang, pelaksnaan superintendensi
Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada
Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero)
(PMK.170.PMK.01/2012 Pasal 32)
7. Seksi Hukum dan Informasi
Mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus
piutang Negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi,
pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan Negara, penilaian,
pengurusan piutang Negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan
pembayaran piutang Negara dan hasil lelang (PMK.170.PMK.01/2012 Pasal

32).
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PEMBAHASAN

A. Aktivitas Magang

Aktivitas magang merupakan gambaran dari seluruh kegiatan yang Penulis
lakukan selama melaksanakan kegiatan magang di wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara tepatnya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Yogyakarta. Penulis melaksanakan magang selama 40 hari yaitu
mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 28 April 2017. Hari kerja di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yaitu hari
Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jam kerja yaitu jam 07.30 (dimulai
dengan kegiatan apel bersama) sampai dengan jam 17.00.

Saat Penulis akan melaksanakan kegiatan magang, Penulis datang ke Sub
Bagian Umum dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta. Disana Penulis bertemu dengan Pak Anassohi, yaitu selaku Bapak
Pembimbing dari anak-anak magang. Disana Penulis diarahkan dan diberitahu
tentang seluk beluk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogyakarta, diperkenalkan kepada seluruh karyawan, dan pada akhirnya
Penulis ditempatkan pada bagian Seksi Pelayanan Penilaian.

Selama melaksanakan kegiatan magang, aktivitas yang Penulis lakukan di

Seksi Pelayanan Penilaian diantaranya yaitu:

17
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1. Minggu Pertama dan Kedua

a.

Penulis mengurutkan dan mengarsip beberapa dokumen, serta

mengantarkan beberapa dokumen kepada Seksi yang lain

. Penulis mencari data tambahan (via Googlemaps) atas pelaksanaan

survei lapangan yang Tim Penilai lakukan sebelumya
Penulis ikut serta dalam pelaksanaan survei lapangan berupa tanah dan
atau bangunan di sekitar Kota Yogyakarta dengan didampingi Tim

Penilai

. Penulis mencatat data-data penting pada saat melakukan survei di

lapangan

2. Minggu Ketiga dan Keempat

a.

Penulis ikut serta lagi dalam pelaksanaan survei lapangan berupa tanah
dan atau bangunan, dengan didampingi Tim Penilai untuk memenubhi

target atas data pembanding yang sedang dibutuhkan Tim Penilai

. Penulis mencari data tambahan (via Googlemaps,dan via telepon kepada

penjual tanah dan bangunan yang bersangkutan sebagai konfirmasi) atas
pelaksanaan survei lapangan yang Tim Penilai dan Penulis lakukan
sebelumya

Penulis menginput data hasil survey lapangan pada formulir data tanah

dan atau bangunan dan melengkapinya

. Penulis mengurutkan dan memberi nomor pada dokumen berupa Berita

Acara Survei Lapangan
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3. Minggu Kelima dan Keenam

a.

Penulis ikut serta lagi dalam pelaksanaan survei lapangan berupa tanah
dan atau bangunan, dengan didampingi Tim Penilai untuk memenuhi

target atas data pembanding yang sedang dibutuhkan Tim Penilai

. Penulis mencari data tambahan (via Googlemaps,dan via telepon kepada

penjual tanah dan bangunan yang bersangkutan sebagai konfirmasi) atas
pelaksanaan survei lapangan yang Tim Penilai dan Penulis lakukan
sebelumya

Penulis menginput data hasil survey lapangan pada formulir data tanah

dan atau bangunan dan melengkapinya

. Penulis mengarsip Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan oleh Tim

Penilai dari hasil permohonan penilaian sebelumnya

Penulis mendata harga lelang berdasarkan kwitansi dan menyesuaikan
harga penawaran pada formulir

Penulis menginput final formulir data tanah dan atau bangunan pada file

berupa Microsoft Excel yang formnya sudah disediakan oleh Tim Penilai

4. Minggu Ketujuh dan Kedelapan

a.

Penulis mengurutkan dan mengarsip beberapa dokumen, serta

mengantarkan beberapa dokumen kepada Seksi yang lain

. Penulis menginput data hasil survei lapangan pada formulir data tanah

dan atau bangunan dan melengkapinya
Penulis ikut serta lagi dalam pelaksanaan survei lapangan berupa sewa

ruang pada KPP Pratama Sleman dan berupa kendaraan mobil pada



20

Batan, dengan didampingi Tim Penilai untuk memenuhi permohonan dari
satker terkait

d. Penulis mencatat data-data penting pada saat melakukan survei lapangan
pada Form Sewa Ruang dan Form Kendaraan

e. Penulis mencari data pembanding atas Kendaraan Mobil (via Google,
OLX)

f. Penulis merekap hasil kaji ulang tahun 2017

B. Manfaat Aktivitas Magang
Selama melakukan aktivitas magang selama dua (2) bulan pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Penulis

mendapatkan banyak manfaat yang diperoleh. Berikut ini beberapa manfaat

yang diperoleh, antara lain Penulis mendapatkan:

1. Bekal kompetensi dalam melakukan observasi dan analisis secara sistematis
terhadap praktik akuntansi pada suatu organisasi.

2. Bekal kompetensi dalam memahami dan mengidentifikasi berbagai risiko
dalam kegiatan operasional perusahaan seperti resiko kesalahan yang tidak
disengaja dan risiko informasi.

3. Bekal kompetensi dalam melakukan praktik kerja yang tidak semuanya ada
didalam materi perkuliahan, namun dapat menambah ilmu dan wawasan
atas dilaksanakannya Ilmu Ekonomi Terapan yang terdapat dalam Seksi
Pelayanan Penilaian ini.

4. Kompetensi dalam hal menganalisis SOP dan membandingkanya dengan

realisasi pelaksanaan dalam melakukan praktik kerja tersebut.
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C. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem dan Prosedur
Menurut Mulyadi (2016:5), Sistem merupakan suatu jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok
perusahaan. Sedangkan Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu unit organisasi atau lebih,
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi

organisasi atau entitas yang terjadi secara berulang-ulang.

2. Pengertian Penilaian

Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 mendefinisikan Penilaian sebagai
suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis
mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Dari definisi tersebut, Penilaian
Aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai dalam memberikan
suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud,
berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan
dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku

pada saat tertentu.

3. Pengertian SOP
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan
dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling

efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam
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pengertian lain, Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan
yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau

perusahaan berjalan dengan lancar (Sailendra, 2015:11).

D. Sistem Dan Prosedur Penilaian Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta

Di KPKNL Yogyakarta, khususnya pada Seksi Pelayanan Penilaian
memiliki Standar Operasional Prosedur berdasarkan Lampiran Il Keputusan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 Tentang Standar
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang dalam Daftar SOP Seksi Pelayanan Penilaian.

Di dalam Lampiran tersebut diatas, terdapat dua puluh empat (24) Daftar
SOP Pelayanan Penilaian yang dipisah per alur kegiatan. Namun dari dua
puluh empat (24) daftar SOP tersebut, penulis hanya akan membahas beberapa
prosedur di dalam Bab Il ini, yang mencakup inti dari kegiatan magang yang
penulis amati dan penulis pahami selama melaksanakan kegiatan magang di
KPKNL Yogyakarta pada Seksi Pelayanan Penilaian ini. Beberapa daftar SOP

tersebut diataranya sebagai berikut:



1. Gambaran Sistem dan Prosedur Penilaian Secara Umum
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Gambar 3.1

Gambaran Sistem dan Prosedur Penilaian secara Umum
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Prosedur Gambaran Sistem Penilaian Secara Umum :

1. Satker mendapatkan Surat Permohonan dari pengguna barang sejumlah dua
rangkap. Surat Permohonan asli untuk pengguna barang dan fotokopi Surat
Permohonan untuk Seksi Pelayanan Penilaian

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mendapatkan Surat Permohonan dari
pengelola berupa Nota Dinas sejumlah dua rangkap. Nota Dinas asli untuk
bagian pengelola dan fotokopi Nota Dinas untuk Seksi Pelayanan Penilaian

3. Seksi Pelayanan Penilaian melakukan verifikasi atas Surat Permohonan
tersebut dan diperiksa apakah sudah lengkap atau belum. Jika verifikasi sudah
lengkap, akan keluar Surat Tugas oleh Seksi Pelayanan Penilaian sejumlah dua
rangkap. Surat Tugas asli diserahkan kepada Kepala KPKNL Yogyakarta dan
fotokopi Surat Tugas untuk Seksi Pelayanan Penilaian. Jika verifikasi belum
lengkap, maka Seksi Pelayanan Penilaian meminta kelengkapan data pada
pemohon, jika sanggup melengkapi maka akan keluar Surat Tugas, namun jika
tidak sanggup melengkapi maka Surat Permohonan akan dikembalikan kepada
Pemohon

4. Setelah keluar Surat Tugas maka akan dilaksanakan proses penilaian seperti
Survei Lapangan, Analisis Data, Penentuan Pendekatan, Simpulan Nilai, Peer
Review dan yang terakhir menyusun Laporan Penilaian

5. Laporan Penilaian dibuat dua rangkap. Laporan Penilaian asli diarsip oleh
Seksi Pelayanan Penilaian dan fotokopi Laporan Penilaian diserahkan kepada

Pemohon
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Flowchart SOP Pembentukan Tim Penilai
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Prosedur Pembentukan Tim Penilai

a.

Kepala KPKNL memberikan arahan kepada Kasi Pelayanan Penilaian untuk
membuat konsep Surat Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan
Tim Penilai dengan tembusan pihak-pihak terkait

Kasi Pelayanan Penilaian menugaskan pelaksana untuk membuat konsep
Nota Dinas pertimbangan pembentukan Tim Penilai dan konsep Surat
Keputusan Kepala KPKNL tentang pembentukan Tim Penilai dengan
tembusan pihak-pihak terkait

Pelaksana membuat konsep Nota Dinas pertimbangan pembentukan Tim
Penilai dan konsep Surat Keputusan Kepala KPKNL tentang pembentukan

Tim Penilai

. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani Nota Dinas

petimbangan pembentukan Tim Penilai dan memaraf konsep Surat
Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai

Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani konsep Surat Keputusan
Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai dan menyampaikannya

kepada Tim Penilai
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Analisis SOP Pembentukan Tim Penilai dengan pelaksanaannya:

a.

Alur pertama sudah sesuai, karena Kepala KPKNL mengarahkan Kasi
Pelayanan Penilaian untuk membuat SK tentang Pembentukan Tim Penilai
Alur kedua sudah sesuai, karena Kasi Pelayanan Penilaian menugasan
salah satu Tim untuk membuat Nota Dinas dan SK ditambah tembusan
untuk pihak-pihak terkait

Alur ketiga sudah sesuai, karena berdasarkan tugas dari atasan, salah satu
Tim langsung membuat Nota Dinas dan Surat Keputusan untuk diserahkan

kepada Kasi Pelayanan Penilaian agar dicek dan di tandatangani

. Alur keempat sudah sesuai karena berdasarkan Nota Dinas dan SK yang

telah siap kemudian diparaf dan ditandatangani, kemudian SK diserahkan
kepada Kepala KPKNL untuk ditandatangani dan Nota Dinas diarsip sendiri
oleh Seksi Pelayanan Penilaian untuk dilampirkan pada Laporan Penilaian

Alur kelima sudah sesuai, karena setelah SK ditandatangani oleh Kepala
KPKNL, maka SK tersebut dikembalikan lagi kepada Seksi Pelayanan

Penilaian untuk diarsip kembali
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Pemohon / Kepala Kasubbag Kasi Pelaksana /
Pengguna KPKNL Umum Pelayanan Tim Penilai
Barang Penilaian
Surat Menerima
Tugas Surat Tugas
Gambar 3.3

Flowchart SOP Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian

Prosedur Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian

a. Kepala KPKNL menerima surat / Nota Dinas permohonan penilaian dan
kemudian mendisposisikan surat / Nota Dinas tersebut kepada Kasi
Pelayanan Penilaian

b. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti surat / Nota Dinas permohonan penilaian
dan mendisposisikan kepada pelaksana

c. Pelaksana menerima disposisi dan melakukan verifikasi dan analisis analisis
kelayakan terhadap permohonan penilaian meliputi: arestasi, pernah diniai
atau belum, apakah penilaian telah melewati enam bulan, jumah barang
yang akan dinilai, legalitas dokumen, lokasi objek, lamanya survei,
kemudian membuat konsep Nota Dinas Kasi Pelayanan Peniaian tentang

penyampaian hasil verifikasi permohonan penilaian disertai dengan:
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1) Jika dokumen permohonan penilaian tidak lengkap, maka pelaksana
menyusun konsep Nota Dinas/Surat Permohonan kelengkapan dokumen,
kemudian menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian

2) Jika permohonan penilaian tidak layak untuk dilakukan penilaian, maka
pelaksana menyusun konsep Nota Dinas/Surat Penolakan Permohonan
Penilaian dan menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian

3) Jika dokumen permohonan penilaian sudah lengkap, maka pelaksana
menyusun konsep Nota Dinas permohonan penerbitan Surat Tugas,
kemudian menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian serta
menyusun konsep Nota Dinas/Surat Pemberitahuan tindak lanjut
permohonan penilaian yang ditujukan keada Pemohon/Pengguna Barang

d. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani Nota Dinas Kasi

Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNL tentang penyampaian hasil

verifikasi, penunjukan tim penilai (jika permohonan penilaian diterima), dan

menandatangani konsep Nota Dinas/memaraf surat Kepala KPKNL tentang
permintaan  kelengkapan  dokumen/penolakan ~ permohonan  atau
pemberitahuan rencana/jadwal penilaian atau pengajuan Surat Tugas

e. Kepala KPKNL meneliti hasil verifikasi dan menandatangani surat kepada
pemohon atau pengguna barang tentang permohonan kelengkapan
dokumen/pengembalian berkas permohonan/pemberitahuan rencana/jadwal
penilaian/mendisposisikan pengajuan Surat Tugas kepada Kasubbag Umum

f. Kasubbag Umum menyiapkan konsep Surat Tugas
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g. Kasi Pelayanan Penilaian menerima Surat Tugas dari Kasubbag Umum dan

kemudian menyampaikannya kepada Tim penilai

Analisis SOP Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian dengan

pelaksanaannya:

1. Alur pertama belum sesuai, karena pada pelaksanaannya Nota Dinas
pemohon yang diterima olenh Kepala KPKNL tidak secara langsung
didisposisikan kepada Seksi Pelayanan Penilaian, melainkan didiposisikan
terlebih dahulu ke Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai pengelola
permohonan penilaian atas tanah dan bangunan tersebut. Nota Dinas
pemohon yang diterima dari Kepala KPKNL, otomatis Seksi Pengelolaan
Kekayaan Negara akan membuatkan Nota Dinas Permohonan Penilaian
yang telah ditandatangani oleh Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara yang
kemudian baru diserahkan kepada Seksi Pelayanan Penilaian.

Hal tersebut belum sesuai _karena SOP yang berlaku masih mendasar

pada SOP yang dibuat terakhir yaitu SOP pada tahun 2013. Jadi berdasarkan
perbedaan SOP dengan pelaksanaanya tersebut belum ada penyesuaian
kembali.

Untuk saran tidak ada, karena semua menganut pada Peraturan Dirjen

Kekayaan Negara.
2. Alur kedua sudah sesuai, karena karena Kasi Pelayanan Penilaian langsung

meneliti Nota Dinas pemohon dan mendisposisikan kepada Tim Penilainya
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. Alur ketiga sudah sesuai, karena Tim penilai mengecek kelengkapan
dokumen serta melakukan verifikasi dan analisis terhadap kelayakan
permohonan penilaian. Apabila belum lengkap langsung dibuatkan Nota
Dinas/Surat Permohonan kelengkapan dokumen yang kemudian diserahkan
ke Kasi Pelayanan Penilaian untuk dicek dan ditandatangani, kemudian baru
diserahkan kepada Pemohon /Satker terkait. Namun apabila sudah lengkap,
salah satu tim membuat Surat Pemberitahuan tindak lanjut (sebagai
konfirmasi) kepada Pemohon/Satker terkait, dan juga membuat Nota Dinas
permohonan penerbitan Surat Tugas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan
Penilaian.

. Alur keempat sudah _sesuai, karena Kasi Pelayanan Penilaian mengecek
seluruh  dokumen-dokumen terkait dan hasil verifikasi serta
menandatanganinya dan diserahkan kepada Kepala KPKNL

. Alur kelima sudah sesuai, karena Kepala KPKNL meneliti hasil verifikasi
dan menandatangani dokumen-dokumen terkait, serta mendisposisikan
pengajuan Surat Tugas kepada Kasubbag Umum

. Alur keenam sudah sesuai, karena setelah mendapat pengajuan Surat Tugas
dari Kepala KPKNL, maka Kasubbag Umum langsung menyiapkan konsep
Surat Tugas atas pelaksanaan survei lapangan dan diserahkan ke Seksi
Pelayanan Penilaian

. Alur ketujuh sudah sesuai, karena Kasi Pelayanan Penilaian mendapatkan
Surat Tugas atas pelaksanaan survei lapangan pada hari pelaksanaan survei

lapangan dari Kasubbag Umum
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4. SOP Pelaksanaan Survei Lapangan Dalam Rangka Penilaian
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Dapat
melakukan
Survei/Tid
ak ?

Melakukan
Verifikasi Data

Melaksanakan
Penilaian dengan
mencari data /
informasi terkait

Membuat BASL
dan
menandatanganin
ya

Berita Acara

Berita Acara Tidak
Dapat Melakukan

Survei Lapangan

Berita Acara

Survei Lapangan

Survei Lapangan

\(
Co=D)

> Survei Lapangan

Gambar 3.4

Flowchart SOP Survei Lapangan dalam Rangka Penilaian




34

Prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dalam Rangka Penilaian

a. Tim penilai menerima Surat Tugas kemudian mempersiapkan alat dan
bahan untuk penugasan

b. Tim penilai melakukan Survei Lapangan; apabila Tim penilai tidak dapat
melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (1) PMK
Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian BMN, Tim penilai membuat
Berita Acara tidak dapat melakukan Survei Lapangan dan
menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian

c. Tim penilai melakukan verifikasi data/informasi yang diperoleh di lapangan.
Jika masih terdapat data lain yang dibutuhkan, Tim penilai menyiapkan
daftar dokumen/data yang diperlukan

d. Tim penilai melaksanakan Penilaian dengan mencari data-data atau
informasi terkait penilaian seperti mencari data pembading

e. Pada hari terakhir Survei Lapangan, Tim penilai membuat Berita Acara
Survei Lapangan. Selanjutnya Tim penilai bersama dengan Pihak Terkait

menandatangani Berita Acara Survei Lapangan.

Analisis SOP Pelaksanaan Survei Lapangan dalam Rangka Penilaian

dengan pelaksanaannya:

a. Alur pertama sudah sesuai, karena pada saat hari survei lapangan, Tim
Penilai menyiapkan alat dan bahan sekaligus meminta Surat Tugas dari Kasi

Pelayanan Penilaian
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. Alur kedua sudah sesuai, namun jarang sekali Tim Penilai tidak bisa
melaksanakan survei lapangan, karena biasanya survei lapangan
pelaksanaannya sudah terjadwal sehingga Tim Penilai sudah
mempersiapkan diri jauh-jauh hari

. Alur ketiga sudah sesuai, karena pada saat survei lapangan, Tim

bekerjasama dalam mencari informasi tentang objek penilaian tersebut
mengenai fisik, lokasi, titik koordinat dan banyak faktor serta data lain yang
harus dilengkapi.

. Alur keempat sudah sesuai, karena pada saat selesai dari survei lapangan,
Tim penilai melanjutkan mencari data-data lain yang belum lengkap seperti
mencari data pembanding

. Alur kelima sudah sesuai, karena pada hari terakhir jadwal survei lapangan,
TimPenilai membuat Berita Acara Survei Lapangan dan

menandatanganinya bersama pihak terkait
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Flowchart SOP Penyusunan Laporan Penilaian
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Prosedur Penyusunan Laporan Penilaian

a. Berdasarkan data/informasi yang diperoleh saat Survei Lapangan, Tim
penilai melakukan analisis perhitungan nilai

b. Apabila terdapat data lain yang dibutuhkan, penilai membuat Berita Acara
Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kemudian bersama dengan pihak
terkait menandatangani BATKD dan menyampaikan BATKD ke pihak
terkait serta menyampaikan fotokopi BATKD kepada Kasi Pelayanan
Penilaian; Apabila tidak dibutuhkan data tambahan, Tim Penilai
melanjutkan analisis perhitungan nilai

c. Kasi Pelayanan Penilaian meminta tambahan data yang dibutuhkan kepada
Pemohon melalui Nota Dinas/surat Kepala Kantor

d. Pemohon menyampaikan tambahan data yang dibutuhkan melalui
surat/Nota Dinas kepada Kasi Pelayanan Penilaian

e. Kasi Pelayanan Penilaian menerima tambahan data yang dibutuhkan dari
pemohon dan menyampaikan kepada Tim Penilai

f. Tim penilai menerima tambahan data yang dibutuhkan dari Kasi Pelayanan
Penilaian serta melanjutkan Analisis perhitungan nilai

g. Tim penilai dapat memaparkan konsep Laporan Penilaian dihadapkan para
penilai yang ditunjuk Kepala KPKNL

h. Tim penilai mencetak dan menandatangani Laporan Penilaian berdasarkan
hasil kesepakatan Tim Penilai; selanjutnya Tim penilai menyusun konsep
Nota Dinas Kasi Pelayanan Penilaian tentang penyampaian Laporan

Penilaian kepada pemohon
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Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani Nota Dinas Kasi
Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNL tentang penyampaian hasil
penilaian dan menandatangani konsep Nota Dinas/memaraf surat rahasia
Kepala KPKNL kepada Pemohon tentang penyampaian Laporan Penilaian

Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani Nota Dinas Rahasia/Surat
Rahasia Penyampaian Laporan Penilaian kemudian menyampaikan kepada

pemohon

Analisis SOP Penyusunan Laporan Penilaian:

a. Alur pertama sudah sesuai, karena Tim penilai melakukan analisis

perhitungan nilai setelah melengkapi data hasil survei lapangan

Alur kedua sampai keenam sudah sesuai, namun alur tersebut digunakan
hanya jika Kasi Pelayanan Penilaian membutuhkan data tambahan dari
Pemohon/Satker terkait

Alur ketujuh sudah sesuai, karena setelah melanjutkan Analisis Perhitungan
Nilai, Tim Penilai memaparkan hasil konsep Laporan Penilaian dihadapan

para Penilai yang lain

. Alur kedelapan sudah sesuai, karena pada saat final, Tim penilai mengecek

kembali dan menandatangani Laporan Penilaian berdasarkan kesepakatan
Tim, serta membuat konsep Nota Dinas penyampaian Laporan Penilaian

kepada pemohon
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e. Alur kesembilan sudah sesuai, karena Kasi Pelayanan Penilaian meneliti
dan menandatangani dokumen-dokumen terkait serta diserahkan kepada
Kepala KPKNL

f. Alur kesepuluh sudah sesuai, karena dokumen-dokumen yang sudah
diterima oleh Kepala KPKNL kemudian diteliti ulang dan ditandatangani,

serta dokumen terkait pemohon diserahkan kepada Pemohon/Satker terkait



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah menulis Laporan Tugas Akhir ini, Penulis dapat menyimpulkan
bahwa:

1. Sistem dan Prosedur Penilaian secara umum di Seksi Pelayanan Penilaian
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan
dari proses awal menerima permohonan penilaian sampai diterbitkannya
Laporan Penilaian.

2. Pada SOP Pembentukan Tim Penilai, pelaksanaannya sudah efektif sesuai
Standar yang berlaku di perusahaan.

3. Pada SOP Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian hampir seluruhnya
efektif. Namun ada satu (1) prosedur yang sedikit berbeda dengan SOP yang
berlaku, dikarenakan belum ada penyesuaian kembali atas SOP yang
ditetapkan pada tahun 2013 pada Seksi Pelayanan Penilaian. Perbedaan
tersebut hanya ada pada pendisposisian dokumen. Hal tersebut tidak
berpengaruh besar terhadap kelangsungan Proses Penilaian, dan dirasa
masih berjalan efektif.

4. Pada SOP Pelaksanaan Survei Lapangan dalam Rangka Penilaian juga

sudah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing alur.

41
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5. Pada SOP Penyusunan Laporan Penilaian seluruhnya juga sudah sesuai

dengan Standar yang telah ditetapkan.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem dan Prosedur di Seksi
Pelayanan Penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Yogyakarta sudah berjalan efektif meskipun ada sedikit hal yang belum
disesuaikan karena pada pelaksanaannya yang bersifat dinamis. Namun hal itu
tidak besar mempengaruhi Tim Penilai dalam menjalankan tugasnya sampai

dengan diterbitkannya Laporan Penilaian.

B. Saran
Dalam menilai keefektifan dari pelaksanaan SOP yang telah ditentukan,
Penulis memberikan saran agar ada penyesuaian kembali atas Peraturan
Standar Operasional Perusahaan yang berlaku dengan prosedur yang sudah
terlaksana dengan baik. Agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan

efektif.
Selebihnya Penulis tidak memberi saran karena semuanya telah berjalan
baik. Hal tersebut bisa juga dilihat dari kesuksesan Tim Penilai melaksanakan
pekerjaan yang berproses dari awal hingga akhir sampai terbentuknya Laporan

Penilaian.
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Tanggal : £3 Maret 2017

LAPORAN PENILAIAN

Sewa Sebagian Bidang Tanah untuk Penempatan
Rumah ATM

Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta
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TANGGAL PENILAIAN
03 Februari 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
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